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ABSTRAK

Banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja ~ yang
diputuskan/dilakukan oleh perusahan sebelum dilaporkan ke Dinas Tenaga
Kerja, dan adanyapemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak oleh
Perusahan tanpa melalui prosedural yang diatur didalam ketentuan Undang-
undang Ketenagakerjaan No: 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta
kurangnya pengetahuan/ wawasan  pekerja/ buruh tentang hubungan dan
syarat kerja-yang diatur didalam Undang- Undang Ketenagakerjaan No: 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara langsung dapat
merugikan pekerja/buruh. Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja
tersebut PT. Ramajaya Prakmukti tidak sesuai memberikan uang pesangon
kepada para pekerja yang:terkena PHK dan ditambah:lagi pekerja selama ini
tidak dimasukkan dalam asuransi jamsostek, sehingga para pekerja sewaktu
dilakukan pemutusan hubungan kerja tidak menerima asuransi dari PT.
Jamsostek. Adapaun alasan PT. Ramajaya Prakmukti tidak memasukan
karyawannya ke PT. Jamsostek karena sedikitnya gaji yang diperoleh setiap
karyawan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas,
maka penulis menetapkan pertama Bagaimanakah Kewajiban Pemberian
Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja PHK Pada
Karyawan PHK di PT. Ramajaya Prakmukti serta Apakah Pemberian Uang
Pesangon Pada Karyawan PT. Ramajaya Prakmukti. yang terkena PHK
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penulisan. ini jika dilinat dari jenis penelitiannya, dapat
dikelompokkan kedalam perelitian Sosiologis-yang dilakukan dengan cara
survey, Vaitu penelitian secara ‘langsung ‘ke lokasi penelitian dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di
lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian
yang dimaksud “untuk memberikan gambaran secara: rinci, jelas dan
sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Kewajiban Pemberian Uang Pesangon = Sebagai Kompensasi
Pemutusan Hubungan Kerja PHK' Pada Karyawan PHK di PT. Ramajaya
Prakmukti bahwa pihak PT. Ramajaya Prakmukti wajib memberikan
pesangon kepada 15 karyawannya yang di dilakukan pemutusan hubungan
kerjanya, tanpa terkecuali, karena hal itu adalah hak-hak yang wajib diterima
oleh pekerja yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerjanya oleh pihak
perusahaan. Pemberian Uang Pesangon Pada Karyawan PT. Ramajaya
Prakmukti yang terkena PHK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
bahwa pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh
Perusahaan PT. Ramajaya Prakmukti terhadap karyawannya mengakibatkan
pemberian pesangon kepada para pekerja, namun pemberian pesangon
tersebut tidak sesuai dengan harapan para pekerja, karena uang pesangon
yang diterima tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Karyawan, dan Uang Pesangon.



ABSTRACT

The number of cases of termination of employment that are
decided/performed by the company before being reported to the Department of
Manpower, and the existence of termination of employment that is carried out
unilaterally by the company without going through.the procedures stipulated in
the provisions of the Manpower.Act No: 13 of-2003 concerning employment and
lack of knowledge/ workers/labarers* insight into the relationship and working
conditions regulated in the Manpower Act No: 13 of 2003 concerning Manpower
which can directly harm workers/labourers. In terminating the employment
relationship, PT. Ramajaya Prakmukti is-not appropriate to provide severance
pay to warkers who have been laid off and in addition, workers have not been
included in Jamsostek insurance, so that when workers are terminated, they do
not receive insurance from PT. Social Security. As for the reason PT. Ramajaya
Prakmukti does not include its employees at. PT. Jamsostek because of the
minimum salary each employee earns.

Based on the background of the problem that the authors describe above,
the authors first determine how the obligation to provide severance pay as
compensation for termination of employment layoffs for laid-off employees at PT.
Ramajaya Prakmukti and Is Giving Severance Pay To Employees of PT.
Ramajaya Prakmukti who has been laid off has complied with the applicable
rules.

This writing, when viewed from the type of research, can be grouped into
Sociological research conducted by survey, namely research directly to the
research location using data-collection tools in the form of interviews. Meanwhile,
if viewed from its nature, this‘writingris descriptive, which means the research is
intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main
research problems.

Obligation to Provide Severance Pay as Compensation for Termination of
Layoffs for Lay Off Employees at PT. Ramajaya Prakmukti that PT. Ramajaya
Prakmukti is obliged to provide severance pay to.15 of its employees whose
employment has been terminated, without exception, because these are rights that
must be received by workers whose employment has been terminated by the
company. Giving Severance Pay to Employees of PT. Ramajaya Prakmukti who
was laid off has complied with the applicable rules that the implementation of
Termination of Employment carried out by the Company PT. Ramajaya Prakmukti
to its employees resulted in the provision of severance pay to workers, but the
severance pay was not in accordance with the expectations of the workers,
because the severance pay received was not in accordance with the provisions of
the applicable laws.

Keywords : Termination of Employment, Employees, and Severance Pay.
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PENDAHULUAN

AL

penyelengg

hukum.*
De
aturan huku

hubungan an
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.“:

pihak dapat
ataupun merugik

4

industrial yang tida QQ - pengusaha dan pekerja.
Pengusaha adalah pihak u. dal, teknologi dan usaha yang
bertujuan untuk mencapai suatu keuntungan. Sedangkan pekerja atau buruh
adalah pihak yang bekerja dalam menjalankan usaha dari si pengusaha (yang

mempunyai modal, teknologi, dll) dengan cara menerima upah, gaji atau

imbalan.?

! Thamrin S, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, Cetakan Il, Alaf Riau Publishing,
Pekanbaru, 2019, hal. 26

2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him.
15.
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Terjadinya perkembangan hukum yang khusus mengatur tentang
hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha yang semula disebut dengan

hukum perburuhan, namun dalam perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan

ah pihak yang
usaha sangat

dan mendapat

perlakuan y akan maksimal,
sebab mereka pbagai berkah bagi
kesejahteraan pe ajunya pertumbuhan
ekonomi yang semal .qa . aNg sangat dibutuhkan oleh

setiap lapisan masyaraka e amun gan terbatasnya sumber daya
manusia yang ada dan ditunjang dengan sempitnya lapangan pekerjaan itu sendiri,
tentu tidak memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan lapangan kerja yang
layak.

Masalah ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian utama Pemerintah

karena tenaga kerja merupakan sektor penting dalam ekonomi dan menunjang

% lbid, hal. 16-18
4 Thamrin S, Op.cit, hal. 28.
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pembangunan di Indonesia. Tenaga kerja merupakan sarana yang paling penting
didalam kehidupan suatu bangsa, karena merupakan salah satu faktor penentu

berkembangnya suatu bangsa.

ilmu huku SE an ik ) giatan usaha selalu
diadakan denga - erjanjian [ ah_pekerjaan selalu

didahului s N perjanjia azi AN perjanjian kerja

“Suatu sistim hubungan yang terbentuk antar pelaku dalam proses
produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/
buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.®

5 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

18



Hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang menempatkan
kedudukan pengusaha dan pekerja sebagai hubungan saling melengkapi dalam
rangka mencapai tujuan bersama. Selain unsur diatas dalam tatanan sistem
ketenagakerjaan Indonesia, pemerintah bersifat:mengayomi.dan melindungi para
pihak. (pengusaha dan pekerja). Pemerintah mengeluarkan rambu-rambu berupa
aturan-aturan ketenagakerjaan.demi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis
antara pengusaha dan pekerja.

Proses hubungan industrial diatas tidak selamanya berjalan mulus
adakalanya timbul Kerikil-kerikil perselisihan (dispiutes) antar pengusaha dan
pekerja, baik perselisinan soal hak, kepentingan, pemutusan hubungan Kerja
(PHK), maupun perselisinan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu
perusahaan. Keseluruhan perselisinan diatas merupakan perselisinan hubungan
industrial sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
yang menyatakan perselisihan hubungan industrial yaitu :

“Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha

atau gabungan pengusaha.dengan ‘pekerja atau buruh dengan atau serikat

pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan
antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan’®

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial membagi Perselisihan Hubungan Industrial menjadi :

¢ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

19
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a. Perselisihan Hak
Yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat

adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan

nya kesesuaian

a yang dilakukan

penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan
kewajiban keserikatan pekerjaan. ’
Persoalan ini sering mengarah pada situasi tidak stabil dalam hubungan

kerja, terkait dengan persoalan ini, pemerintah telah menyediakan berbagali

" Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial

20
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peraturan yang dapat memberikan arahan untuk terselesainya persoalan ini yang
disebut dengan aturan hukum formal.

Kebijakan-kebijakan dari pengusaha tersebut oleh buruh yang merasa

pengakhiran, permulan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan
dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari
baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan

menyekolahkan anak-anak dan sebagainya

8 Undang-undang No.13 pasal 1 (25) tentang ketenagakerjaan
® Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Cet-V Djamtan,
2010, him.115-116

21
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Sistem hubungan indutrial yang kita anut menyarankan para pihak agar
terlebih dahulu menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat.

Pengusaha dan pekerja ataupun Serikat Pekerja (bila ada) di perusahaan, duduk

atakan : adapun

ekerja,  serikat

dan alasan-alasannya kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah

penelitian masih  banyaknya kasus pemutusan hubungan Kkerja yang

diputuskan/dilakukan oleh perusahan sebelum dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja,

dan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak oleh Perusahan

22



tanpa melalui prosedural yang diatur didalam ketentuan Undang-undang
Ketenagakerjaan No: 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta kurangnya
pengetahuan/ wawasan pekerja/ buruh tentang hubungan dan syarat kerja yang
diatur didalam Undang-Undang. Ketenagakerjaan No: 13.Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang secara langsung dapat merugikan pekerja/buruh. Padahal
dalam Undang-undang No.. 13:1Tahun' 52003, Bab XIlI Pasal 151 ayat (1)
mengatakan “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan
Pemerintah, dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan
hubungan kerja”. PT. Ramajaya Prakmukti, melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada 15 orang karyawannya. Dalam™ melakukan pemutusan
hubungan kerjatersebut PT. Ramajaya Prakmukti tidak sesuai-memberikan uang
pesangon kepada para pekerja yang terkena PHK dan ditambah lagi pekerja
selama ini tidak dimasukkan dalam asuransi jamsostek, sehingga para pekerja
sewaktu dilakukan pemutusan hubungan kerja tidak menerima asuransi dari PT.
Jamsostek. Adapaun alasan PT. Ramajaya Prakmukti tidak memasukan
karyawannya ke PT. Jamsostek karena sedikitnya gaji yang diperoleh setiap
karyawan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas tentu sangat jelas untuk terjadinya
pemutusan hubungan kerja harus memang dihindarkan, mengingat apabila
pemutusan hungan Kkerja terjadi dimana-dimana, bisa dibayangkan jumlah
pengangguran akan semakin meningkat, dan tentu tingkat kriminalaitas juga akan
semakin meningkat pula. Untuk itu Penulis akan menuangkan dalam sebuah karya

ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Kewajiban

23
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Pemberian Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) (Studi Kasus Pemberian Pesangon Pada Karyawan PHK di PT.

Ramajaya Prakmukti)”.

B. Masalah Po
tas, maka
penulis
1. Sebagai
awan PHK di
2 PT. Ramajaya
ang berlaku ?
dari penelitian
yang penulis
1. Untuk me jiban  Pe g« Pesangon Sebagai
ryawan PHK di PT
2. Untuk mengetahui sangon Pada Karyawan PT.

Ramajaya Prakmukti yang terkena PHK sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum

ketenagakerjaan/ perburuhan khususnya menyangkut penyelesaian

24
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perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK).

2. Untuk ikut serta memberikan sumbangan pemikiran kepada pengusaha dan

No. 13 taht
AV o | .

karena sua /3 o ak dan kewajiban

antara peke

Perst

yang wajar jika dalam interaksi tersebut terjadi perbedaan paham yang
mengakibatkan konflik antara satu dengan yang lainnya. Karena merupakan
sesuatu yang lumrah atau wajar, maka yang terpenting adalah bagaimana mencari

penyelesaian dari konflik yang terjadi agar tidak menimbulkan dampak yang

negatif dikemudian hari.
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Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang terjadi antar pekerja dengan
pengusaha yang didasarkan atas perjanjian kerja. Dari pengertian ini jelaslah

bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum baru yang lahir atau

kerja yang

Disi

-
=4
d
v
"

o

g

o
&
&

tetap melaksanakan kewajiban sampal mengundurkan diri.
Undang-undang melarang pengusaha memaksa pekerjanya untuk
mengundurkan diri. Namun dalam praktik, pengunduran diri kadang diminta oleh

pihak pengusaha. Kadang kala, pengunduran diri yang tidak sepenuhnya sukarela

ini merupakan solusi terbaik bagi pekerja maupun pengusaha. Disatu sisi, reputasi

10'|_alu Husni, op.Cit, him. 39
11 pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
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pekerja tetap terjaga. Disisi lain pengusaha tidak perlu mengeluarkan pesangon
lebih besar apabila pengusaha harus melakukan PHK tanpa ada persetujuan
pekerja. Pengusaha dan pekerja juga dapat membahas besaran pesangon yang
disepakati. Pekerja yang mengajukan pengunduran. diri, hanya berhak atas
kompensasi seperti sisa cuti yang masih ada, biaya perumahan serta pengobatan
dan perawatan, dan lain-lain sesuai Pasal 156 (4). Pekerja mungkin mendapatakan
lebih bila diatur lain lewat perjanjian. Untuk biaya perumahan terdapat silang
pendapat antara pekerja dan pengusaha, terkait apakah pekerja yang
mengundurkan diri berhak atas 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa
kerja.

Seseorang dapat dipecat (PHK tidak sukarela) karena bermacam hal,
antara lain rendahnya performa kerja, melakukan pelanggaran perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau kehijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan pengusaha.
Tidak semua kesalahan dapat berakibat pemecatan. Hal ini tergantung besarnya
tingkat kesalahan. Pengusaha dimungkinkan memPHK pekerjanya dalam hal
pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian. kerja. bersama. Ini, setelah sebelumnya
kepada pekerja diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara
berturut-turut. Surat peringatan masing-masing berlaku untuk paling lama 6
(enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama. Pengusaha dapat memberikan surat peringatan
kepada pekerja untuk berbagai pelanggaran dan menentukan sanksi yang layak

tergantung jenis pelanggaran. Pengusaha dimungkinkan juga mengeluarkan
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misalnya SP 3 secara langsung, atau terhadap perbuatan tertentu langsung
memPHK. Hal ini dengan catatan hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja (PK),
peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB), dan dalam ketiga
aturan tersebut, . disebutkan..secara jelas.-jenis pelanggaran yang dapat
mengakibatkan PHK. Tak lupa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Selain. karena “kesalahan pekerja, pemecatan mungkin
dilakukan karena alasan lain. Misalnya bila perusahaan memutuskan melakukan
efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalam keadaan merugi, pailit, maupun
PHK terjadi karena keadaan diluar kuasa pengusaha (force majeure).

Adapun perselisihan PHK yang selama ini terjadi adalah karena tindakan
PHK yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya.
PHK dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha maupun pekerja/ buruh. Dari
pihak pengusaha melakukan, PHK karena Pekerja/ buruh -melakukan berbagai
tindakan atau pelanggaran. Demikian sebaliknya, PHK juga dapat dilakukan atas
permohonan pekerja/buruh Karena pihak pengusaha = tidak melaksanakan
kewajiban yang telah disepakati atau berbuat..sewenang-wenang kepada
pekerja/buruh.

Meskipun Undang-undang sudah menetapkan bahwa pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah, secara bersama-
sama dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan
hubungan kerja. Namun demikain, PHK seringkali tidak dapat dihindari.

Hal ini dapat dipahami karena hubungan antar pekerja/buruh dengan

pengusaha didasarkan atas kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu
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hubungan kerja. Jika salah satu pihak sudah tidak menghendaki lagi untuk terikat
atau diteruskan dalam hubungan kerja yang harmonis diantara kedua belah pihak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah

mengatur menge K serta da dapat dijadikan alasan

PHK te \ ‘ ‘\“““ .’a an hubungan

darah dan/ atau ikatan

perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan,
kecuali telah diatur dalam perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama;

g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus

serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan

serikat pekerja/ serikat buruh diluar jam kerja atas kesepakatan
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pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

h.  Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib

a'
kasus PHK yang dia OQQ sihan.Hubungan Industrial adalah
Pengadilan tidak berfung . ) : beri izin PHK sebagaimana
halnya dengan P4D/P4P, tapi menilai apakah PHK yang dilakukan oleh Para
Pihak telah sesuai dengan hukum atau tidak, termasuk hal-hal yang diperoleh
sebagai akibat dari PHK tersebut.
Semenjak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 158 UU

Ketenagakerjaan inkonstitusional, maka pengusaha tidak lagi dapat langsung

12 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 153 ayat 1dan 2

30



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

melakukan PHK apabila ada dugaan pekerja melakukan kesalahan berat.
Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pengusaha baru dapat melakukan PHK

apabila pekerja terbukti melakukan kesalahan berat yang termasuk tindak pidana.

Atas putusan MK el menge daran yang berusaha

N ) TRSSS ) e %
2 .g . )03 tentang

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian ditempat kerja;

e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman
sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja ;
f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

13 pasal 158 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam

keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian

bagi perusahaan;

yang diancam

disebutkan diatas,
misalnya pekerja/b enipL encuri _ jelapke g milik pengusaha,
serta peker 3 3 dahulu bukti
hukum, misalnya an perad ang i apat dijadikan bukti

dalam sengketa F an ke nyelesaian Perselisihan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan
perbuatan melanggar sebagai berikut :4

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;

b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

14 Gunawi Kartasapoetra, dkk, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Cet | Bina Aksara Armico,
Bandung, 2012, him. 51
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c. Tidak membayar upah tepah pada waktu ynag telah ditentukan selama
3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih

d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada

rjaan diluar

kesalamatan,

erjaan tersebut

sebagaiman:

pengharga

a. Buruh tidak sanggup lagi bekerja, dikarenakan menderita sakit yang
lama atau suatu sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk
memangku kerja.

b. Buruh telah melakukan pekerjaan yang sangat merugikan perusahaan

dengan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga atas

15 Ibid, him. 55.
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pertimbangan majikan/ pengurus, bagian keamanan perusahaan atau

pertimbangan pihak wakil buruh itu sendiri, tidak memungkinkan

baginya diperkerjakan seterusnya pada perusahaan

karena perselis antara buruh da jika puruh dan atau

karena hal . Pen )a . erselisihan yang

antara pengusaha dan buruh'®

Menurut G. Kartasaputra pemutusan hubungan Kkerja bagi buruh
merupakan permulaan terjadinya pengangguran untuk beberapa saat sampai buruh
itu memperoleh pekerjaan yang baru. Putusnya hubungan kerja adalah disebabkan

karena beberapa sebab yang timbul dipihak buruh itu sendiri dan sebab yang

16 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, PT. Indeks, Jakarta, 2016, hIm. 46
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timbul di dalam perusahaan.!’ Dengan demikian pemutusan hubungan kerja

adalah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Pasal 55 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

ana dimaksud

iga puluh) hari

Q api.tidak mencapi kesepakatan,
a8

maka perunding

Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah
penyelesaian perselisihan hak, perselisinan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau

lebih mediator yang netral.

1" Gunawi Kartasapoetra, dkk, op.Cit, hlm. 55
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Mengenai pemutusan hubungan kerja dalam teori hukum perburuhan

dikenal ada 4 (empat) jenis pemutusan hubungan kerja yakni :

1. Pemutusan hubungan kerja demi hukum

karena pad f : s‘menerus bekerja

bilamana ia se : e ') : ruh yang akan

tata susila.

c. Majikan tidak membayar upah sebagaimana mestinya atau tidak tepat
waktu dan lain-lain.*

Apabila perselisihan perburuhan tidak dapat diselesaikan dalam

perundingan, terdapat 2 alternatif yang bisa ditempuh oleh para pihak yaitu :

18 Zaeni Asyhidic, Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Pemutusan Hubungan Kerja), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2012, him. 140
19 Lalu Husni, op.Cit, him. 140
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1. Menyerahkan perselisihan itu secara sukarela pada seorang juru dewan

pemisah. Penyelesaian seperti ini disebut dengan penyelesaian sukarela

(Foluntary Arbitration)

elisihan kepa erantara  Departemen

“h&?},\“ ..a ajian  wajib

hubungan
Oleh karen : nye angi beban buruh
yang mengalar ! j 3 . engharuskan atau
mewajibk engusa '- i I '__ c jasa, dan uang
ganti rugi ba
ganti rugi tidak

terdapat pen ang namun dari

uang yang diberikan kepada buruh/ pekerja pada waktu terjadinya pemutusan
hubungan kerja oleh majikan/ perusahaan yang didasarkan atas lamanya masa
kerja yang telah ditempuh oleh buruh atau perusahaan yang bersangkutan dan

besar imbalan perjam (gajinya tiap bulan)?!

20 1bid, him. 92
21 Ridwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet | Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010,
him.148
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Pengertian dari uang penghargaan masa kerja sebagai berikut : “Pemberian
uang yang diberikan bukan karena buruh telah berjasa, tetapi apabila buruh telah

bekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja dan terjadinya pemutusan

biaya perjalanar empa d kerja dan hal-hal
lain yang d
pemutusan

Ketentua engenai 3 uang penghargaan masa

diterima.
D. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai
dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk
menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode

yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

22 Wiwono Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, Cet | Bina Aksara, 1983, him. 28
23 Lalu Husni, op.Cit, him. 145
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1. Jenis dan sifat Penelitian
Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian

Hukum Sosiologis yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian

2
(%2}
[9°]
(%]
QD
=
QD
2.
>
(=]
~
=

203 g5

Populasi dan Responden
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang
mempunyai Karakteristik yang sama.?® Sampel adalah himpunan bagian

atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Pres, Jakarta, 1986, him. 10
25 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, him. 118
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penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.?®

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari

Keterangan
1. 100%
2. 100%
Sumber ’
v
S. yes

der, dan tersier

A

diperoleh secara

kaitan dengan

b. L Qﬁ‘ yang diperoleh  dari

hasil mempela

puku-buku,  laporan-laporan

hasil penelitian, makalah-makalah dan karangan ilmiah lainnya
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder

dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan-laporan dan jurnal-jurnal

26 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta, 2012, him. 22
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6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah wawancara, yang mana penulis melakukan tanya jawab secara

me

RSl )

masih banyak kasus

=
&
ig

pagakerjaan dan

hubungan dan

ndang-Undang

v
&
o
v

aan yang secara

akan didapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari
suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan

atau kasus yang bersifat khusus.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja

pekerja borc ekerja harian, peke at " veke ap, dan sebagainya.
Sedangkan ah karyaws aga .-je kai untuk data

administrasi ; aka : ] i pac enuhan kebutuhan,

merupakan hak seseorang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

27 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2009, hal. 1
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(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

=4
g
4
W
o

RAny

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memuat kata baik di dalam maupun

di luar hubungan kerja” dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat

28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
29 Harry Tyajaya, http://harrytyajaya.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tenaga-kerja.html,
diakses pada tanggal 20 November 2021
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memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata tersebut akan
dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam

dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja

iri, sehingga

a untuk orang

Menurut MT. Ritonga dan Yoga Firdaus, pengertian tenaga kerja adalah
penduduk yang berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan

pekerjaan, antara lain mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang

%0 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, hal. 16

31Adzikra lbrahim, http:/pengertiandefinisi.com/pengertian-tenaga-kerja-angkatan-kerja-
dankesempatan-kerja/, diakses pada tanggal 22 November 2021
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mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan (sekolah),

dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga.

c. Payman Simanjuntak

segala sesuatu mengenai hubungan kerja diserahkan kepada kedua belah pihak,
untuk memenuhi rasa keadilan diperlakukan peraturan perundang-undangan untuk
melindungi pekerja. Peraturan tersebut mengatur hak dan keajiban kedua belah

pihak.®

32R. Joni Bambang S., Op.Cit. hal. 47
33 Ibid, hal. 48
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2. Hak atas Pekerjaan

Pasal 28D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan, Setiap orang berhak untuk bekerja serat mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak.dalam hubungan kerja. Ketentuan normatif ini
mengonfimasi konstitusionalitas hak atas pekerjaan (right to work) dan hak dalam
bekerja (right in work) sebagai-hak'asasi: manusia (HAM). Krzystof Drzewicki
mengonfirmasi hal itu dengan mengatakan, the right to work and rights in work
constitute a core of not only socio-economic rights, but also fundamental human
rights, yang artinya hak untuk bekerja dan hak dalam pekerjaan merupakan inti

tidak hanya hak sosio-ekonomi, tapi juga hak asasi manusia yang mendasar.
Keduanya memang kelihatan sama, namun  secara . prinsip berbeda.
Pemenuhan hak atas pekerjaan lebih menitikberatkan akses dunia kerja tanpa
diskriminasi atas dasar agama, etnis dan sebagainya, sementara pemenuhan hak
dalam bekerja adalah konkretisasi dan implementasi pemenuhan hak-hak normatif
bagi pekerja seperti gaji, fasilitas keamanan dan keselamatan serta masa depan
mereka. Konsekuensinya adalah negara wajib memberikan fasilitas keterbukaan
dan ketersediaan lapangan  kerja berikut. juga memberikan ruang aktualisasi
kehidupan bermartabat dalam dunia Kerja yang dijalankan. Sejumlah hak dasar
telah diatur ke dalam sejumlah perangkat hukum, sehingga mustahil rasanya
menyangkal bahwa buruh atau tenaga kerja tidak punya hak untuk memperbaiki

hidupnya serta diperlakukan secara manusiawi. Hak dasar pekerja itu dirancang

34 Majda EI Muhtaj, Op.Cit., hal. 179-180
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untuk melindungi buruh dari eksploitasi sepihak yang dilakukan pemilik modal.
Hak-hak tersebut antara lain: *°

1) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang

(L HY

kerja menyebut

tannatk

pemeliharaan

inan kecelakaan

semua syarat : aselamatan  kerja, sekaligus
menyatakan keberatan b ebuah tidak menyediakan
perlindungan sebagaimana digariskan lewat Undang-Undang dan produk
hukum lain.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, disebutkan
bahwa para pekerja mendapatkan hak untuk memperoleh upah yang layak.

Pemilik modal wajib membayar upah dengan mekanisme tertentu bila

35 http://dvdpelatihansdm.com/delapan-hak-dasar-pekerja-yang-wajib-anda-sebagaipekerja-
kantoran/, diakses pada tanggal 22 November 2021
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4) Unda

seorang pekerja absen dalam bekerja karena alasan menikahkah anak,
mengkhitankan anak, menikah, membabtiskan anak, menemani istri

melahirkan, atau mengurus sanak keluarga yang meninggal. Selain itu,

meninjau

idak boleh

ARt

meny

serta

2

)

. D
X
D

=

QD

o

D

2

D

=

QD

meleb

keringz lagi, seorang

pekerja enurut tata cara

.‘g\%\‘

Ul
N—r
c
=]
o
<)
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<
c
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o
@
>
Q
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=
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<)
@
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Lt
c
«Q
)

tertentu

kekuatan untuk membuat perjanjian kerja bersama dengan pemilik modal.
Adapun 31 perjanjian yang dibuat harus mencakup hak dan kewajiban
buruh/pekerja maupun serikatnya, kewajiban dan hak pengusaha, jangka
waktu berlakunya perjanjian, serta tanda tangan para pihak yang membuat

perjanjian.
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6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan juga
menyebut hak dasar buruh untuk melakukan mogok kerja. Mogok kerja
dilakukan secara sah apabila para pekerja memberitahukan ihwal tersebut
sekurangnyastujuhhari sebelum mogok-berlangsung..Selama mogok kerja
berlangsung, pengusaha memperoleh hak untuk melarang para buruh yang
mogok untuk berada di. lokasi produksisatau di sekitar perusahaan. Pemilik
modal tidak boleh melarang buruh untuk mogok Kkerja dan tidak boleh
mengganti buruh yang mogok dengan pekerja lain, maupun memberikan
sanksi kepada buruh yang melakukan mogok kerja.

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, pekerja
perempuan mendapatkan hak dasar khusus, yakni dilarang dipekerjakan
antara jam 23:00 sampai 07:00. Ini berlaku untuk buruh perempuan yang
berusia kurang dari 18 tahun. Selain itu, pengusaha juga dilarang untuk
mempekerjakan buruh hamil, yang menurut keterangan dokter bisa sakit
apabila bekerja di antara pukul 23:00 sampai 07:00. Pengusaha juga wajib
memberikan “makan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan,
menyediakan angkutan antar jemput bagl perempuan yang bekerja pada jam
23:00 sampai 05:00, serta memberikan waktu istirahat selama satu setengah
bulan sebelum dan sesudah melahirkan.

8) Para pekerja juga berhak mendapatkan perlindungan atas PHK. Bila ternyata
tidak bisa dihindari, maka perundingan wajib dilakukan antara kedua belah
pihak atau di antara pengusaha dengan buruh (jika memungkinkan, buruh

yang terlibat juga menjadi anggota serikat buruh).
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3. Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan sangat kental dengan unsur-unsur yang terdapat
dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(KIHESB). Hak atas kesejahteraan ini dikategorikan dalam. kelompok hak asasi
manusia generasi kedua. Hak-hak generasi kedua ini sejajar dengan perlindungan
bagi hak ekonomi, sosial, dan,budaya yaitusha katas terciptanya kondisi yang
memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya
semaksimal mungkin. Hak-hak tersebut diantaranya meliputi hak milik, ha katas
pekerjaan, hak mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang layak, ha
katas jaminan sosial dan ha katas perawatan.®

Hak-hak atas kesejahteraan ini sangat diperjuangkan dengan gigih oleh
bangsa-bangsa sosialis, sehingga kental sekali keberpihakan terhadap kaum buruh.
Ini bukanlah hal yang buruk, karena dalam perkembangan dunia, masyarakat
cenderung mengikuti pola industrialisasi dimana peran buruh sangatlah signifikan.
Pada prakteknya seiring dengan kapitalisme yang terus berkembang, hak-hak
kaum buruh diperlakukan sewenang-wenang, sehingga wajar bilamana hak-hak
atas kesejahteraan termasuk prioritas utama dalam perlindungan hak asasi
manusia. Bukan hanya bagi kaum buruh, hak atas kesejahteraan ini berlaku untuk
siapa pun, tidak terkecuali orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tidak ada
diskriminasi dalam jaminan perlindungan ha katas kesejahteraan ini. Anak-anak
dewasa, perempuan, laki-laki, orang berkebutuhan khusus atau tidak, semua

berhak mendapatkan porsi yang sesuai. Misalnya perlakuan khusus bagi orang

% Rhona K.M. Smith, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hukum dan HAM
Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hal. 287
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seperti lansia, anak-anak, penyandang cacat, hal ini tentunya dengan
mempertimbangkan keterbatasan mereka. Hak kesejahteraan ini meliputi juga hak

atas kepemilikan sesuatu, namun berdasarkan ideologi bangsa Indonesia

Q%.

sesuatu yang dilakukan

hubungan kerja merupakan ikatan dari suatu kegiatan untuk mencari nafkah.
Defenisi yuridis dari istilah hubungan kerja diatur dalam Pasal 1 angka (15) UUK
yang mengartikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan,

upah dan perintah.

37 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, hal. 557
3 1bid, hal. 751.
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Dari defenisi yuridis tersebut, maka beberapa elemen dari hubungan kerja

adalah:

1. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

hubungan rekkingen), yait na a) subyek

hukum mengenai hak dan kewajiban pihak yang satu b an dengan hak dan

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.** Ada 2 (dua)
perlindungan hukum yang diperoleh pekerja dari hubungan kerja dengan
pengusaha, sebagai berikut:

a. Perlindungan dalam bidang hukum privat, yaitu aturan-aturan hukum

yang objek utamanya adalah kepentingan individu yang dipertahankan

% R. Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 269.
40 pasal 1 angka (5) UUK.
41 pasal 1 angka (3) UUK.
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atau tidaknya kepentingan itu terserah kepada yang berkepentingan yang
terdiri dari 2 (dua) sub sistem hukum??:

1) Hukum perdata, karena UUK mengatur kepentingan individu antara

3
S
5
QD
3

«*
o

kerja, dengan

TS 5

_‘t.“\‘ifl\‘ :

-
-

bertentangan

ran perundang-

2)
pengusaha dalam
resmi di pengadilan
mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat
suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang prosedur
penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Amanatnya
telah diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

42 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2009, hal. 227.
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Industrial yang membedakan perselisihan antara pengusaha dengan

pekerja kepada 4 (empat) jenis perselisihan, yaitu: perselisihan hak,

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah).

2) Hukum administrasi negara, karena UUK mengatur kaedah hukum
yang berisikan suruhan (gebod) kepada pengusaha untuk

melaksanakan sesuatu perbuatan kepada pemerintah dengan disertai

43 pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
44 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hal. 228
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sanksi administratif. Misalnya, ketentuan dalam Pasal 190 UUK
yang memberikan wewenang kepada menteri untuk memberikan
sanksi administratif kepada pengusaha yang melanggar Pasal 25
ayat«(1) UUK mengenai kewajiban pengusaha untuk mendapatkan
izin sebelum melaksanakan kegiatan pemagangan di luar wilayah
Indonesia. Selain, itu;; Rasal=132 ayat (2) UUK merupakan kaedah
hukum yang bersifat suruhan (gebod), tetapi tidak ditemukan sanksi
hukumnya, yang disebut lex imperfecta.*

Mengenai tujuan dari perlindungan hukum terhadap pekerja, Konsideran
Umum dalam Penjelasan UUK menyatakan sebagai berikut: Pembangunan
ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan
perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat
yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif-bagi pengembangan
dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama,
sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan
pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang
menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya
manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya
perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan
hubungan industrial. Dari Penjelasan UUK tersebut, maka hubungan kerja sebagai

syarat bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang hukum

4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty
Yogyakarta, 2003, hal. 19.
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privat dan hukum publik merupakan respon terhadap peristiwa sosial yang
berkembang di masyarakat dalam suatu pengaturan yang bersifat menyeluruh dan
komprehensif guna melindungi 3 (tiga) kepentingan, yaitu kepentingan pribadi,
kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Perjanjian kerja merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk
membuktikan - adanya hubungan kerja< antara pengusaha dengan pekerja.
Kesimpulan-ini diperoleh dari defenisi yuridis mengenai istilah hubungan kerja
yang diatur dalam Pasal 1 angka (15) UUK yang menekankan setiap hubungan
kerja harus berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh,
dihubungkan dengan Pasal 50 UUK yang mensyaratkan hubungan kerja terjadi
karena adanya-perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Kedua
pengaturan ini merupakan kaedah hukum yang bersifat imperatif, yaitu kaedah
hukum yang secara a priori harus ditaati sehingga dimaknai bahwasanya dasar
perikatan dari setiap hubungan kerja adalah perjanjian kerja*. Oleh karena itu,
dalam hubungan kerja berlaku suatu asas yang menentukan tiada hubungan kerja
tanpa perjanjian kerja. Defenisi yuridis dari perjanjian kerja diatur dalam Pasal 1
angka (14) UUK yang menentukan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak, sehingga elemen dari perjanjian kerja adalah:

a. Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
b. Perjanjian kerja, memuat:

1) Syarat-syarat kerja.

46 purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Bandung, PT. Citra
Aditya Bakti, 2008, hal. 36.
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2) Hak dan kewajiban antara pengusaha dengan pekerja.
Dalam KUHPerdata, pengaturan yang berkaitan dengan sumber

pembidangan dari perjanjian diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang

menentukan perik ena suatu perse ena undang-undang

“%H‘ﬁ\“ .@@ pakan suatu
etuj ifika .g kepada

mengenai K ) : ‘1* gﬂ secara a priori
mengikat a 3 : istil 1525 ebebasan

berkontrak*

. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat

dibatalkan.

“ 1bid, hal. 37
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(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d batal

demi hukum.

d. Tempat pekerjaan.

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya.

f.Syarat-syarat kerja yang mempunyai hak dan kewajiban penggusaha dan
pekerja/buruh.

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

“8Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata, CV. Bina Edukasi, Lhokseumawe, 2013, hal. 91.
49Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar IImu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2013, hal. 108
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h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

I. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Pembentuk undang-undang merumuskan pengaturan mengenai perjanjian
kerja dapat dibuat-secara tidak.tertulis karenasmelihat kondisi masyarakat yang
beragam-sehingga dimungkinkan perjanjian kerja dibuat secara lisan “°dengan
ketentuan perjanjian kerja yang«dibuat untuk: waktu tertentu yang dibuat secara
lisan atau tidak tertulis mengakibatkan perjanjian™ kerja berubah menjadi
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.>*

Apabila dicermati Pasal 54 ayat (1) huruf (g) UUK, maka perjanjian kerja
sebagai dasar dari hubungan kerja tidak hanya memuat kesepakatan mengenai
pekerjaan, upah dan perintah tetapi memuat juga kesepakatan mengenai aspek
jangka waktu yang berfungsi untuk menentukan jenis perjanjian kerja sebagai
untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Selain Itu, urgensi jangka
waktu berkaitan dengan hak-hak pekerja ketika pemutusan hubungan kerja
khususnya untuk menentukan besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang penghitungannya didasarkan oleh masa
kerja atau lamanya waktu bekerja yang diatur.dalam Pasal 156 UUK. Oleh karena
itu, agar terdapat kepastian hukum dan efektivitas dalam tatanan normatif maka
defenisi yuridis dari istilah hubungan kerja dalam Pasal 1 angka (15) UUK perlu
diperbaiki (revisi) dengan memasukkan aspek jangka waktu dalam rumusan
defenisinya sehingga diperoleh kesesuaian perumusan norma hukum antara pasal

yang satu dengan pasal yang lain dalam UUK.

%0 pasal 51 ayat (1) UUK.
51 Pasal 57 ayat (2) UUK.
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Aspek jangka waktu berbeda maknanya dengan aspek waktu kerja. Jangka
waktu berkaitan dengan jenis dari perjanjian kerja sebagai pekerjaan yang dibatasi
oleh jangka waktu atau pekerjaan yang tidak dibatasi oleh jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUK, sedangkan waktu kerja
berkaitan dengan berapa jam paling lama pekerja dapat bekerja dalam 1 (satu) hari
atau 1 (satu) minggu, termasuk:pengaturan ;mengenai memperkerjakan pekerja
melebihi waktu kerja (lembur) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan
Pasal 79 UUK. Perbedaan yang sangat essesil antara aspek jangka waktu dengan
aspek waktu kerja adalah mengenai sifat dari kaedah hukumnya. Aspek jangka
waktu merupakan kaedah hukum yang bersifat fakultatif sebagai ciri dari hukum
privat yang bersifat mengatur sehingga pengusaha dan pekerja boleh atau bebas
untuk menentukan jenis perjanjian kerja sebagai untuk waktu tertentu atau untuk
waktu tidak tertentu, sedangkan aspek waktu kerja merupakan kaedah hukum
yang bersifat imperatif berdimensi hukum publik untuk melindungi kepentingan
umum sehingga substansi dari perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip waktu kerja yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 79
UUK.

Urgensi dari aspek waktu kerja melingkupi aspek pekerjaan, upah dan
perintah. Artinya, hak-hak pekerja yang berkaitan dengan aspek pekerjaan, upah
dan perintah wajib disepakati dengan memperhatikan aspek waktu Kkerja.
Misalnya, arti dari aspek perintah tidak diatur defenisinya dalam UUK tetapi
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “perintah” sebagai perkataan

yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba atau komando dan aturan
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dari pihak atas yang harus dilakukan sehingga perintah atau suruhan dalam
hubungan kerja dimaknai selain masih menyangkut ruang lingkup pekerjaan, juga

memiliki sangkut paut dengan waktu kerja®?. Oleh karena itu, perintah di luar

D3 menjelaskan
bahwa defi . hungan Kerja adalah pengakhiran hubungan

kerja karena u t Ve 3 erakhirnya hak dan

Akan tetapi dalam kenyataannya kan bahwa pemutusan hubungan kerja
tidak dapat dicegah seluruhnya®®. Adapun yang dimaksud dengan pemutusan
hubungan kerja menurut F.X. Djumialdji, adalah pengakhiran hubungan kerja

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban

52 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, , hal. 1161.
%3 Umar Kasim, Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, Informasi Hukum, Vol. 2
Tahun 2004, hal. 8.
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antara pekerja atau buruh dan pengusaha.>* Sementara Much Nurachmad

mengartikan bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan

kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban

Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang
ditentukan, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah

pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

% F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 45.

%Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana
Pensiun, Jakarta: Visimedia, 2009, hal .63

% Umar Kasim, Op.Cit, hal. 9
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3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Sehubungan dengan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka

mekanisme prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus diatur sedemikian

rupa agar pekerja n_perlindungan..y: dan memperoleh hak-

.
&.m“ .0 Perlindungan

57 Apapun

pihak yakni

ara penyelesaian
apakah me itu tidak
mampu me

Hal ini diatur di dalz ] - un 2003 tentang

bipartit dicapai
kesepakatan maka harus dituangka e dalam Perjanjian Bersama yang

ditandatangani oleh masing-masing pihak kemudian didaftarkan ke pengadilan

57 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana,
2011, hal. 274.

%8 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 115.
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hubungan industrial (PHI) setempat. Begitu pula jika kesepakatan dicapai pada
tingkat mediasi atau konsiliasi di dinas tenaga kerja.*

4. Perselisihan Hubungan Industrial

yang seda

buku Lalu
adanya per

mengadak

hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan
antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
buruh karena adanya perselisinan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu

% Thamrin, Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia, Cetakan I, Alaf Riau Publishing,
Pekanbaru, 2018, hal. 87.

60 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di
Luar Pengadilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 2.
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perusahaan. Atas dasar pengertian tersebut, dapat ditarik unsur-unsur dari
konflik/perselisinan tersebut, adalah: Pada dasarnya perselisihan hubungan

industrial dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:5!

jadi antara
arena tidak

syarat-syarat

pekerja/buruh

buruh dengan

berlaku bagi hubungan kerja yang telah mereka sepakati bersama.

b. Perselisihan kepentingan, yaitu pertentangan antara
pengusaha/majikan atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh
sehubungan dengan tidak adanya persesuaian pendapat mengenai

syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

61 Hartono Widodo dan Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisinan Perburuhan,
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 12.
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Sementara itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial menyebutkan beberapa jenis

perselisihan hubungan industrial, yaitu:

L ya perbedaan

ANNTNY

Ber

Penyelesaia

tasn

perselisihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisinan pemutusan hubungan
kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat

mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh
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Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial perselisinan antar serikat
pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dengan serikat pekerja/serikat.buruh lain_hanya dalam satu perusahaan, karena
tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan
kewajiban keserikat pekerjaan.

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Ramajaya Prakmukii.
1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Ramajaya Pramukti-Amartha Jaya Plasma yang merupakan anak
perusahaan dari PT. SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology) yang
bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Yang berlokasi di daerah
transmigrasi yang terletak di.Desa Petapahan.Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar. Secara geografis lokasi kegiatan terletak di antara 100°58°- 101°06° BT
dan 0°26-0°35 LU. Ketinggian wilayahberkisar 10-50 meter diatas permukaan
laut. Jarak lokasi kegiatan dari Pekanbaru lebih kurang 100 km. waktu tempuh
dengan menggunakan transportasi darat ( roda empat ) lebih kurang 1 jam.
Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di mulai sejak tahun
1997 dengan luas kebun kelapa sawit adalah 5.186 Ha, plasma 4.426 Ha terdiri
dari tahun tanam 1991,1992 dan 1993, KKPA 760 Ha, tahun 2000. Untuk
mengolah hasil produksi kebun berupa Tandan Buah Segar ( TBS ), telah di
bangun Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ( PKS ) di Kebun Rama-Rama pada
tahun 1986 dan mulai beroperasi pada Tahun 1988 dengan kapasitas terpasang 60
Ton TBS/ jam. Disamping mengolah TBS dari kebun sendiri (Inti), PKS ini juga

menerima TBS dari petani yang merupakan plasma Pir Trans dan KKPA (Kredit
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koperasi primer untuk anggota nya) dari kebun Amartha Jaya Plasma.Kegiatan
perkebunan dan PKS Rama-Rama meliputi penanaman tanaman sawit,

pemeliharaan tanaman, pemanenan, serta pengolahan hasil panen ( TBS ) di

Pabrik pengolah amuki 3 aya Plasma selain

menjadi p e diyang terbaik dan
terbesar serta terintegrasi. Sed ” : dramukti yaitu :

a.

suatu badan yang didalamnya ang-orang yang bekerja sama untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka
orang-orang yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut harus diatur
sedemikian rupa, sehingga masing-masing, bagian dapat mengetahui tugas,
wewenang, dan tanggung jawab sesuai yang terdapat dalam struktur organisasi

tersebut. Dalam membuat struktur organisasinya, PT. Ramajaya pramukti

menggunakan sistem line staff , dimana sistem perintah dari atasan melalui kepala
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bagian dibawahnya. Jadi sistem perintah tidak langsung dari atasan kebawahan,

tetapi melalui kepala bagian masing-masing untuk lebih jelasnya mengenai

struktur organisasi dari PT. Ramajaya Pramukti

4. Str isasi
NERS
Manajer

Askep K

Asisten K =2

Komite Audit

Kepala Tata Usaha

S

Kepala Harga

{|i

Mandor

Mandor | )

Kepala Afdeli

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

ol
|3

Kepala Teknik

Kepala Gudang

Kepala Keamanan

Poli Klinik

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur

organisasi yang ada pada PT. Ramajaya Pramukti yaitu sebagai berikut :

a. Manajer kebun dan manajer pabrik

Manajer kebun dan manajer pabrik merupakan tenaga pimpinan pelaksana,

mengepalai atau menjamin, mengkoordinir pekerjaan dibidang perkebunan dan
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pengelolaan pabrik serta pengendalian mutu. Sesuai dengan tugas pokoknya.
Manajer kebun dan manajer pabrik mempunyi tanggung jawab sebagai berikut :

1) Melaksankan pengawasan dan bimbingan serta memberikan petunjuk

yang optimal dengan berpedoman pada kebikan yang telah ditetapkan direksi dan
arahan manajer jebun dan manajer pabrik sesuai dengan tugas pokoknya, asisten
kepala mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1) Melaksanakan peraturan perburuhan dalam hubungannya dengan

pengangkatan, penempatan, pembinaan hubungan kerja guna terciptanya

ketentraman kerja yang baik
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2) Membuat rencana anggaran belanja dan program kerja dibidang personalia

perkebunan dan pabrik secara sistematis berdasarkan ketentuan ( norma )

yang telah ditetapkan perusahaan.

%
4

Humas ( CDO ) mempu . gung jawab dibidang umum yang
berhubungan langsung dengan karyawan.
Mandor |

Mandor adalah karyawan yang berada dibawah asisten, bertugas mengawasi
pekerjaan para karyawan. Mandor | bertanggung jawab kepada asisten sesuali
dengan bidangnya. Sesuai dengan tugas pokoknya, mandor | mempunyai

tanggung jawab sebagai berikut :
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1) Menerima tugas dari asisten
2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (

pks ).

3) Memberika ‘ ‘ 3 @ NG
- ‘“ : elin
aeling yang
"U.'Iu

1) Bertanggung jawab atas seluruh kendraan operasional perusahaan.

2) Bertanggung jawab atas infrastruktur seperti : bangunan, jalan, jempatan.

. Kepala keamanan

Kepala keamanan mempunyai tugas mengawasi dan menjaga keamanan dari

peralatan pabrik serta pengiriman tandan buah segar (TBS) dari lahan
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perkebunan ke pabrik. Sesuai dengan tugas pokoknya, kepala keamanan

mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1) Menyusun jadwal kerja dari satuan pengamanan

gas keamanan sesuai
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BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pemberian Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan
Hubungan Kerja PHK Pada Karyawans PHK. di PT. Ramajaya
Prakmukti.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan 'dalam bentuk lain:-“Fenaga “kerja“adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk orang lain, namun Kketika dilakukan
pemutusan hubungan kerja, maka tenaga kerja tersebut tidak lagi dapat
menghasilkan barang dan jasa. Pekerja dalam bekerja - memberi tenaganya untuk
perusahaan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, apakah
faktor penyebab karyawan dilakukan pemutusan hubunga kerjanya oleh pihak
perusahaan, heliau menanggapt pada dasarnya pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya tidak lain karena kesalahan
yang dilakukan oleh pekerja tersebut, kesalahan ringan namun berulang-ulang
dilakukan, sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjanya.®?

Menurut Bapak Leonardi, bahwa para pekerja yang dilakukan pemutusan
hubungan kerjanya oleh pihak perusahaan tersebut pada umumnya adalah tenaga
kerja yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun, dan menurut

laporan yang kami terima dari pihak perusahaan bahwa faktor penyebab

dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan yang berada

62 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang
Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar, hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar
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diwilayah hukum Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar
karena karyawan tersebut tidak disiplin dalam bekerja, jarang masuk
kerja/mangkir dan sebagainya. ® Namun untuk memastikan hal tersebut penulis
melakukan wawancara kepada..Bapak Bambang Suhartono selaku Perwakilan
HRD PT. Ramajaya Prakmukti dan diperoleh keterangan bahwa memang benar
pihak perusahaan telah melakukan' pemutusan karyawan terhadap 15 orang
karyawannya, dan pemutusan tersebut dikarenakan mangkir dalam bekerja dan
tidak disiplin dalam bekerja.®*

Menurut Bapak Aulia Fajri berdasarkan informasi yang kami terima dari
pihak perusahaan PT. Ramajaya Pramukti yang melakukan pemutusan hubungan
kerjanya bahwa pihak perusahaan telah memanggil secara patut melalui surat
kepada karyawan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. Adapun maksud
pemanggilan tersebut adalah.bahwa perusahaan. tetap ingin mmemanggil pekerja
untuk tetap bekerja.®®

Pemanggilan bagi pekerja sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana di sebutkan
dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang nomor 13.Tahun 2003 menyebutkan:

“Pekerja/buruh yang mangkir. selama 5 (lima) hari kerja atau lebih

berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang di lengkapi dengan

bukti yang sah dan telah di panggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara

8 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Leonardi, S.Sos, selaku Kepala Bidang
Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar.

64 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang Suhartono, SH, selaku Perwakilan HRD
PT. Ramajaya Prakmukti, pada hari Kamis Tanggal 13 April 2022

% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang
Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar.
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patut dan tertulis dapat di putus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan

mengudurkan diri”

Menurut Bapak Bambang Suhartono selaku Perwakilan HRD PT.
Ramajaya Prakmukti, meskipun.telah di berikan surat panggilan, ternyata pekerja
tidak bersedia masuk hingga 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut, sehingga
perusahaan di rugikan. Ketidakhadiran pekerja selama lebih 5 (lima) hari kerja
dalam memenuhi isi surat pemanggilan tersebut, perusahaan telah menganggap
para pekerja telah mengundurkan diri®®.

Menurut hemat penulis bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena
dengan tidak hadirnya pekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa alasan
yang pasti dan-tertulis maka akhirnya perusahaan memberikan surat peringatan
terakhir kepada karyawan, di mana karyawan di anggap telah melakukan
kesalahan berat, yaitu tidak mengikuti peraturan perusahaan berupa tidak
mengikuti petunjuk atau instruksi untuk memenuhi panggilan 1, 2 dan 3 dari
pihak perusahaan. Akibat dari tidak memenuhi panggilan tersebut, maka kepada
karyawan langsung di berikan sanksi peringatan terakhir.

Menurut Bapak Leonardi; bahwa pekerja yang di berhentikan sebelumnya
harus mendapat surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Kecuali apabila
pekerja melakukan dengan langsung memberikan surat peringatan terakhir.®’

Ketentuan untuk melakukan PHK kepada karyawan atau terlebuh dahulu harus

% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang Suhartono, SH, selaku Perwakilan HRD PT.
Ramajaya Prakmukti, pada hari Kamis Tanggal 13 April 2022

67 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Leonardi, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengembangan
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar
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berpedoman pada Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara
berturut-turut.

“Dalam hal pekerja/buruh_melakukan. pelanggaran ketentuan yang diatur

dalam- perjanjian. kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian Kkerja

bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah
kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”

Melihat dari ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam
melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan isi dari
ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hanya
memberikan surat peringatan terakhir, sedangkan surat peringatan satu dan dua
tidak diberikan. Padahal kesalahan yang dilakukan oleh pekerja bukanlah
merupakan suatu kesalahan berat.

Dalam hal pemutusan_kerja terutama pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan oleh perusahaan, baik itu yang terjadi karena telah berakhirnya waktu
tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama atau telah
diperjanjikan sebelumnya antara pekerja dengan pengusaha, dan dapat pula terjadi
karena adanya perselisinan antara pekerja dengan perusahaan, dan sebagainya.

Menurut hemat penulis, sebaiknya pemutusan hubungan kerja itu harus
dilaksanakan terhadap karyawan yang melanggar disiplin berat peraturan
perusahaan sebagai mana yang telah diatur atau dimuat dalam peraturan
perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa PHK tersebut sebaiknya

dihindari sedemikian rupa agar pemutusan hubungan kerja itu dapat dielakkan,

dan kalau tidak dapat juga dielakkan, maka sebaiknya pemutusan hubungan kerja

75



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian

dalam penyelesaian PHK jangan sampai ada campur tangan dari pihak lain tetapi

harus diselesaikan secara interen (bipartit) yang bertujuan untuk menghindari

yang terjadi pada Perusahaan yang ada diwilayah hukum Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar adalah disebabkan karena 2 (dua) faktor
yaitu pemutusan kerja demi hukum, serta pemutusan hubungan kerja yang

dilakukan oleh perusahaan, yaitu serhadap pekerja yang telah melakukan

pelangaran terhadap ketentuan peraturan perusahaan.

8 | alu Husni, Op.Cit, hal. 67
% Imam Soepomo, Op.Cit, hal. 116
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Pasal 150 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 menyebutkan tentang

ketentuan pemutusan hubungan kerja :

“Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang

~ g
&

 tidal encapai kesepakatan

2. Hak pembayaran uang penghargaan masa kerja
3. Hak pembayaran uang ganti kerugian dari pihak perusahaan
Pembayaran uang pesangon yang diberikan pihak pengusaha kepada
pekerja merupakan pembayaran yang diberikan oleh pengusaha karena
diberhentikannya pekerja dari pekerjaannya. Artinya akibat pemutusan hubungan

kerja bagi pengusaha dan cara penyelesaiannya yaitu pihak perusahaan

77



memberikan hak-hak pekerja. Didalam keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor
150 Tahun 2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan
uang pesangon, penghargaan dan masa kerja serta ganti rugi.

Menurut_Bapak Leonardi, bahwa dalam pemutusan_hubungan kerja ini
akibatnya karyawan tidak bekerja lagi diperusahaan, sehingga perusahaan mau
tidak mau harus memberikan. hak:hak karyawan. tetapi sebaliknya jika karyawan
yang diputus hubungan kerjanya melakukan pelanggaran maka pemberian hak ini
ditinjau terlebih dahulu, apakah karyawan berhak atau tidak. "

Bapak Leonardi, juga menambahkan bahwa akibat dari pemutusan
hubungan kerja yang diterima oleh karyawan, maka karyawan akan memperoleh
hak-haknya yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang
ganti rugi lainnya, dan perusahaan ditentukan akibat dari pemutusan hubungan
kerja yang dilalukan oleh, pihak perusahaan ymaka harus membayar atau
memberikan apa yang menjadi hak-hak karyawan seperti’ :

1. Uang pesangon yaitu pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada

karyawan sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja

2. Uang penghargaan masa kerja.yaitu uang jasa atau penghargaan

pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja

0 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Leonardi, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengembangan
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar.

"1 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Leonardi, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengembangan
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar.
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3. Uang ganti rugi yaitu pembayaran uang dari pengusaha kepada pekerja
sebagai pengganti istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan

ketempat dimana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan,

uang penghargaan ma dan enggantian ha seharunya diterima

terdiri dari:

dipengaruh kehadiran atau tidak. Selain itu dapat juga dilihat dari penetapan atau
penjelasan pada saat tunjangan tersebut diberikan oleh perusahaan. Sebab
adakalanya tunjangan tersebut memang tidak dipengaruhi kehadiran, namun sejak

dari awal pemsahaan sudah menetapkan bahwa tunjangan tersebut bukan

tunjangan yang bersifat tetap.
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Dalam praktek, beberapa komponen upah yang termasuk dalam tunjangan

tidak tetap diantaranya :

a. Tunjangan Transportasi

bersifat tetap

tunjangan dimaksud sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja dan uang penggantian hak. Dalam praktek perusahaan umumnya
cenderung menghindarkan pemberian komponen upah yang bersifat tetap dalam
jumlah besar. Hal tersebut dimaksud agar jika dikemudian hari terjadi pemutusan

hubungan kerja. Pengusaha tidak terbebani untuk menyediakan dana konpensasi

dalam jumlah besar.
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Pemberian kompensasi sebagai akibat dari berakhirnya hubungan kerja,
dipengaruhi oleh masa kerja pekerja atau buruh yang di PHK. Besarnya uang

pesangon menurut ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13

(empat) tahun,

5 (lima) tahun,

mendapatkan uang pesangon sebesar 7 (tujuh) bulan upabh;

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun,
mendapatkan uang pesangon sebesar 8 (delapan) bulan upah;
i. Masa kerja 8 (delapan) tahun lebih, mendapatkan uang pesangon 9 bulan

(sembilan) upah;
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Sedangkan besarnya uang penghargaan masa kerja berdasarkan ketentuan
Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai

berikut :
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a. Masa kerja )3 N ata ih, te dari 6 (enam) tahun,

puluh satu) tahun, mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 7
(tujuh) bulan upah;

g. Masa kerja 21 ( dua puluh satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 (dua
puluh empat) tahun, mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 8

(delapan) bulan upabh;
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h.

3)

Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, mendapatkan uang
penghargaan masa kerja sebesar 10 (sepuluh) bulan upah;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Rl Nomor 13 Tahun 2003,

fQ@‘

alasan pekerja atau bu

berat. Berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Rl Nomor 13 Tahun 2003."

Alasan Perubahan Status, Pengabunggan, Peleburan atau Perubahan

Kepemilikan Perusahaan.

83



Pemutusan hubungan kerja dengan alasan perubahan status, penggabungan,
peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dimana pekerja atau

buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Maka pekerja atau

:E ang-Undang
-

"g bahan status
Er kepemilikan
B O

E- f nginan untuk
2 3

— T ka pekerja atau
: E kali ketentuan
= =

g E" tuan Pasal 156
@ =

o

W _'=ﬂ 4) Alasan

]

z= ngan kerja Kkarena
= .

E . galami kerugian secara
E rena keadaan memaksa (force
=

=

majuer). Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Rl Nomor 13 Tahun 2003.

5) Alasan Efisiensi
Dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan
efisiensi, maka pekerja atau buruh berhak mendapatkan uang pesangon

sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa
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kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI

Nomor 13 Tahun 2003.

Ak

memasuki usia

au buruh dalam

e EL LT LY

uang pesangon

kompensasi (pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak)
bilamana perusahaan sudah mengikut sertakan pekerja atau buaih dalam
program pensiun, dan uang pensiun yang diterima oleh pekerja atau buruh
minimal atau lebih dari 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang RI

Nomor 13 Tahun 2003.

85



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

8) Alasan Mangkir Tidak Masuk kerja 5 (lima) Hari Berturut-turut atau Lebih

Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan karena pekerja atau buruh

mangkir 5 (lima) hari berturut tanpa keterangan tertulis dan dilengkapi

Dalam hal pemutusan hubugan kerja dilakukan karena pekerja atau buruh
mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaanya setelah melampui batas 12 (dua
belas) bulan. Maka pekerja atau buruh berhak mendapatkan uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa

kerja sebesar | (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
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penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI
Nomor 13 Tahun 2003.

11) Alasan Ditahan Pihak Berwajib atau Melakukan Tindak Pidana

a atau buruh ditahan

Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar yaitu lembaga resmi dari
Pemerintah yang bertugas untuk memberikan penyelesaian, dalam hal ini
penyelesaiannya dilakukan secara tripartit. Jika penyelesaian ditingkat ini tidak
mendapat kata sepakat maka dapat diajukan kepihak Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI). Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar

sebagai lembaga resmi dapat menerima permintaan izin tersebut, dimana
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memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan
karyawan/pekerja, majikan/pengusaha terlebih dahulu. Tetapi permohonan izin ini

dapat diterima apabila maksud pemutusan hubungan kerja yang telah

kata
liwakili oleh
pihak serikat pekerja : i g li oleh Dinas

gga dengan begitu,
diharapkan terbentur oleh
masalah Kkl tidak adanya

transportasi

masukan dari pihak lain yang mengatakan “jangan berhenti begitu saja tanpa
meminta uang ganti rugi (haknya belum dibayar), dalam hal ini pekerja meminta
haknya 5 bulan gaji karena ketentuan dalam Undang-Undang seperti itu masa

kerja 4 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, maka 5 bulan gaji, tetapi pihak
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perusahaan tidak dapat menerimanya karena pekerja tidak disiplin dan akhirnya
dilakukan perundingan.’

Pihak Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar

gaian besar belum

perusahaan

etapkan 15 %

dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka berkaibat dimulainya masa

sulit bagi buruh dan keluarganya. Oleh sebab itu untuk membantu atau setidak-

2 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar.

3 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar.
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tidaknya mengurangi beban buruh yang di PHK, maka Undang-Undang

mengaharuskan atau mewajibkan pengusaha untuk memberikan pesangon, uang

jasa dan uang ganti rugi bagi buruh yang di PHK.

B. Pemberian Uang Pesangon Pada Karyawan PT. Ramajaya Prakmukti
yang terkena PHK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Masalah pemutusan . hubungan ' Kerja,. .dapat dilihat dari dua sudut
kepentingan yaitu dari pengusaha dan dari buruh/pekerja. Dilihat dari kepentingan
pengusaha maka sebahagian pengusaha bertanggung jawab atas jalannya
perusahaan agar dapat berjalan lancar dan meningkatkan produksi ia ingin
mempertahankan kekuasaan dan kebebasan dalam mengambil setiap keputusan
yang menurutnya bijaksana. Dengan tegas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 Pasal 1 menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah ataus#mbalan dalam bentuk lain.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa
Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha. Didalam Pasal 150 Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 ini juga menyatakan bahwa “ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja
dalam Undang-Undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di
Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik
persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara

maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
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memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

Hubungan kerja antara pengusaha dan buruh kini tidak lagi semata-mata

perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
menurut pertimbangannya sudah baik dan bisa diterima oleh para buruh/pekerja
namun karena memiliki cara pandang yang berbeda maka ada beberapa
buruh/pekerja yang kurang puas atas kebijaksanaan itu.

Surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)

Nomor SE-907/Men/PHI-PPHI/X/2004 tentang pencegahan PHK. Dalam Surat
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Edaran (SE) ini terdapat 8 (delapan) hal yang layaknya dilakukan pengusaha yang

mengalami kesulitan sebelum melakukan PHK terhadap para pekerjanya.

Kedelapan langkah itu adalah :

pada Dinas Pe S ac Kampar, bahwa

terakhir telah terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 250 orang yang
disebabkan efisiensi jumlah karyawan, namun PHK yang dilakukan dikemudian

hari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat

4 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar
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mengatasi masalah ketenagakerjaan dengan baik tanpa ada hal-hal yang
merugikan baik dipihak pengusaha maupun pihak pekerja/buruh.

Jadi dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tingkat terjadinya PHK

Ketenagakerjaa pater r, ker: ﬂ usaha terhadap
karyawann ok epala Bi Pembinz Hubungan Industrial
Ketenagakerjaa ada Di 2nagakerjaan Kabupaten

Kampar, bah G ebutysange akukan ole a pengusaha, karena

Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar yang menyatakan bahwa setiap tahunnya
sering terjadi pemutusan hubungan Kkerja, baik itu melalui pihak Dinas

Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar maupun PHK sepihak

5 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar
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(tanpa sepengetahuan) yang dilakukan oleh pihak Perusahaan yang berada di
diwilayah hukum Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar
itu sendiri. "

Seorang _jpengusaha -dapat memutuskan hubungan kerja terhadap
pekerjaannya dengan alasan pekerjaanya telah melakukan kesalahan berat sebagai
berikut :

1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang
milik perusahaan;

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan;

3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau

mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di

lingkungan kerja;

Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja

atau pengusaha di lingkungan kerja,

6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7. Dengan ceroboh atau-sengaja merusak atau, membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan;

8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha
dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

ok~

Pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha yang menyebabkan berakhirnya hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak. Banyak penyebab faktor mengapa

pemutusan hubungan kerja bisa terjadi dalam suatu perusahaan, misal karena tidak

76 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Leonardi, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengembangan
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar

" Ppasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

94



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

ada lagi kecocokan antara pekerja dengan pengusaha ataupun karena terkait
dengan perkembangan perusahaan.

Berakhirnya hubungan kerja pada intinya merupakan bagian keterikatan

pengusaha C S erlebih dahulu

pengusaha oleh peraturan

Undang-Un bungan kerja
diprusahaa atu pemutusan

oleh P4 jika:

Berbeda hal dengan pengaturan dari Undang-Undang tersebut, menurut
BW buku 11l Bab 7A tentang pemutusan hubungan kerja tidak perlu mendapat
izin dari panitia penyelesaian perselisinan perburuhan (P4), melainkan hanya
harus memberitahukan 1 bulan sebelumnya.

Hal yang penting dalam pemutusan hubungan kerja adalah apabila

perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, dalam hal
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ini 10 orang atau lebih tanpa suatu pertimbangan yang matang akan
mendatangkan dampak yang cukup besar. Sehingga Pemerintah melalui Menteri
Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran No. 268/M/1985 untuk masalah PHK
missal penyelesaiannya ada beberapa hal yang harus ditempuh oleh pengusaha
yaitu : "8
1. Mengurangi shift dengan maksud untuk menghilangkan biaya ekstra
yang diperuntukkan bagi pekerja.
2. Menghapuskan kerja lembur mengingat harga produksi yang telah
meningkat
3. Mengurangi jam kerja, dalam hal ini perlu dibicarakan dengan
perwakilan pekerja atau melalui serikat kerja.
4. Meliburkan pekrja secara bergiliran
5. Peningkatan efisiensi dan penghematan lainnya yang dianggap perlu
Menurut pendapat M. Syaufi Syamsudin dan Wiludjeng Saparjati, bahwa
PHK bisa timbul karena dengan lembaga dalam situasi dan kondisi tertntu, yang
secara umum berbagai alasan penyebab PHK terhadap pekerja/ buruh antara
lain’:
1. Berkenaan dengan keadaan yang melekat pada pribadi pekerja/buruh
2. Berkenaan dengan kelakuan pekerja/buruh yang telah tidak memenuhi
kewajiban atau melakukan pelanggaran
3. Berkenaan “dengan  jalannya perusahaan  seperti  rasionalisasi,
restrukturisasi, kebijakan Pmerintah dll.

Ruang lingkup perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja

diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 160 Bab VII :

8 Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yokyakarta, 2012, hal.
104.

" M. Syaufi Syamsudin dan Wiludjeng Saparjati, Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Pelayanan Swasta Lembaga Tertntu,
2016, hal. 104.
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1. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan, milik
persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik

Negara.

. Usaha-usah

Prosedur pemberhentian dan penghematan dengan sendirinya harus dilihat
dari latar belakang ekonominya umumnya dari Negara bersangkutan. Peraturan
yang memuaskan mengenai hubungan kerja harus memperhatikan kepentingan
pengusaha dan buruh/pekerja serta mengadakan penyelesaian yang layak dan
praktis agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Pemerintah mempunyai

kepentingan langsung dan bertanggung jawab atas penetapan peraturan-peraturan
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untuk mencegah gangguan-gangguan dalam proses ekonomi serta memberi
perlindungan yang layak kepada pihak yang ekonomi lebih lemah.

Menurut Bapak Aulia Fajri, bahwa pada dasarnya para Pekerja/karyawan
tidak mengetahuiprosedur PHK.yang dilakukan oleh pihak-Perusahaan, sehingga
rata-rata para pekerja banyak kehilangan haknya sebagai pekerja di perusahaan
tersebut, dan hal inilah yang.-tidak’perlt rdibiarkan, apabila ada pekerja yang
melaporkan ke Dinas™ Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, maka kami akan melakukan pemanggilan terhadap perwakilan
perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap
pekerja/karyawannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Leonardi, bahwa para karyawan
tidak mengetahui prosedur dari PHK dan biasanya para karyawan tidak
memperhitungkan apakah suatu saat akan dikenakan PHK™ oleh perusahaan.
Namun yang ada difikiran para karyawan tersebut hanyalah ketika mereka
diterima bekerja di perusahaan tersebut, maka itu merupakan awal baru menuju
kesuksesan dan merupakan anugerah yang perlu disyukuri, karena sudah diterima
bekerja dan kedepannya “akan. memperoleh penghasilan untuk mencukupi

kebutuhan sehari-hari bersama anak dan istri.8!

80 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar

81 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Leonardi, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengembangan
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar
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Menurut Bapak Aulia Fajri, bahwa sebagian besar karyawan tidak
mengetahui mengenai proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh

pihak perusahaan, namun hal tersebut akan diketahui oleh karyawan dari

dapat mel
pihak Dinas

Me 3 ' wa 3 oleh

Perusahaan Se . n PHK ; \a, terlebih dahulu
melalui beb

1. aké )il : i industrian  dan

ini karyawan terutama mengenali hak yang akan diterimanya

82 Hasil Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang
Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar.

8 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Leonardi, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengembangan
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar
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4. Melakukan pembicaraan dengan karyawan yang di PHK dengan
menggunakan pihak Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar sebagai juri (melakukan pembicaraan tripartit)®
Hal diatassmenurut Bapak Leonardi, jika karyawan.memang benar-benar
tidak bisa dilakukan secara Bipartit, tetapi pada dasarnya hal tersebut memang
harus dilakukan oleh Pihak: (1Perusahaan, . jika terjadi ~ PHK terhadap
pekerja/karyawan. Pihak Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar juga -menambahkan bahwa upaya yang dilakukan sebelum melakukan
PHK adalah terlebih dahulu melakukan perundingan antara pengusaha dengan
karyawan dalam hal karyawan yang telah melakukan pelanggaran atau jika ada
hal-hal lain yang memang antara pengusaha dengan karyawan memiliki
ketidakpuasan atau karena adanya penyebab lain.®

Menurut Bapak Aulia_Fajri®® bahwa karyawan yang di PHK melalui
proses intern (Bipartit) biasanya disebabkan karena mereka tidak ingin
memperpanjang masalah dengan mengikutkan sertakan Pemerintah. Hal tersebut
sangat berbeda dengan . pemutusan hubungan kerja.melalui Dinas Perindustrian
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar. karena banyaknya hak-hak dari

perusahaan yang harus didapatnya yang dirasa belum terpenuhi.

84 Hasil Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang
Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar

8 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Leonardi, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengembangan
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar.

8 Hasil Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang
Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar
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Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan yang berada

diwilayah hukum Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar

bahwa hal tersebut ada yang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.

Kampar s
hubungan

Perindustria

258 A NN

kerja yang d
No. 13 Tahun

secara sepihak,

< -
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saja.

uang pesangon kepada para pekerja yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan
Kerjanya oleh perusahaan, hal itu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku dan apabila para pekerja yang telah di PHK tidak dapat
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menerima hal tersebut dapat melakukan gugatan ke Disnaker Kabupaten
Kampar.®’

Memang pada dasarnya dampak dari masalah ekonomi hampir terjadi
pada setiap sudut.kehidupan, akan tetapi tidaklah berarti seseorang atau bersama-
sama dapat melakukan PHK hanya untuk melepaskan diri dari keterjepitan
ekonomi tersebut dan dalam. pelaksanaan: pemutusan hubungan kerja umumnya
tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hambatan-hambatan yang mesti
dihadapi oleh perusahaan, karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak
selamanya dapat diterima oleh karyawan. Pihak perusahaan menganggap
keputusan pemutusan hubungan kerja yang telah dikeluarkan merupakan suatu
kebijakan yang tepat, hal ini juga tidak bisa disalahkan karena -pengusaha berhak
untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Namun walaupun telah
terjadi PHK bagi pekerja setidaknya hak-hak pekerja dapat dibayarkan sesuai
dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Menurut hemat penulis hal tersebut sangatlah wajar bahwa sebagaian besar
karyawan tidak dapat menerima kebijakan yang diberikan oleh perusahaan, karena
jika karyawan menerima kebijakan ‘yang.dikeluarkan oleh pihak perusahaan
apalagi hal tersebut berhubungan dengan tidak diberikannya pesangon sesai
dengan masa kerja para pekerja yang telah di lakukan pemutusan hubungan
kerjanya maka konsekuensinya hak-hak pekerja jadi terabaikan.

Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus dilakukan sesuai

dengan prosedur yang pada khsusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor

87 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang Suhartono, SH, selaku Perwakilan HRD PT.
Ramajaya Prakmukti, pada hari Kamis Tanggal 13 April 2022
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13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini dilakukan agar hal yang

berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat berjalan berkesinambungan antara

pengusaha dengan karyawan tidak ada yang merasa dirugikan.

erika ang pesangon sesuai
dengan ketentuan ya : : Jahwa masih kurang
PHK terhadap

da saat itu. Akan

8 Hasil Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Fajri, S.Sos, selaku Kepala Bidang
Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kampar, pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 di Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

sesuai dengan harapan para pekerja, karena uang pesangon yang diterima
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
B. Saran
Dari hasil analisis yang dilakukan penulis ada beberapa hal yang

menjadi saran penulis, di antaranya;
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1. Diharapkan agar pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja/karyawannya haruslah sesuai dengan mekanisme diatur

dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

A &

r;_
f]
[ 4
5
.
5
(
¢
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